
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU YANG TELAH 
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH DAN BELUM MENERAPKAN REMUNERASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) 
Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan 
Kinerja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang telah 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah dan belum Menerapkan Remunerasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat •Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 
2014; 	 • 

16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penatausahaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Gubernur Nomor 393 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan, •Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Pasar Minggu; 

18. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang 
'I'unjangan Kinerja Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT 
• UMUM DAERAH PASAR MINGGU YANG TELAH MENERAPKAN 

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
• DAERAH DAN BELUM MENERAPKAN REMUNERASI. 

• BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 



2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD 
adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau 
UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas. 

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

BAB II 

PENETAPAN 

Pasal 2 

(1) Menetapkan RSUD•  Pasar Minggu yang telah menerapkan 
PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi. 

(2) Status RSUD Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. 

Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berakhir, dila:kukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  



BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 3 

Untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan, 
RSUD Pasar Minggu yang telah menerapkan PPK-BLUD tetapi 
belum menerapkan remunerasi harus tetap berupaya untuk 
meningkatkan pendapatan dengan tetap memperhatikan 
peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan 
pelayanan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dengan 
mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan 
umum kepada masyarakat. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pacla tanggal 23 Maret 2017 

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SUMARSONO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 27 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2017 NOMOR 72015 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETA,RIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KH SUS IBUKOTA JAKARTA, 

YA AN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 
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